PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

(SPIP)
2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kota-

031.436741/TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2017.

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Rl Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan LN RI Nomor 4286); UU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LN RI Nomor 4355); UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan LN RI Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN Rl
Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(LN RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan LN RI Nomor 5246); UU Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LN Rl Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LN RI
Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (LN Rl Tahun 2004 Nomor 142,
Tambahan LN Rl Nomor 4450); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LN RI Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan LN Rl Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LN RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan LN
Rl Nomor 5135); Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan
Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11
Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggra Pemilu;
PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008
dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 serta PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor
06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 17
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor
443/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di
Lingkungan KPU.



CATATAN :

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor :
03/Kpts/KPU-Kota-031.436741/TAHUN 2017 diatur tentang:

Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran |.

Satuan Tugas memiliki tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1
Maret 2017;

Lampiran |, 2 halaman;

Lampiran Il, 2 halaman.



